BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : |44 /548 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk memacu produktifitas dan meningkatkan
kesejahteraan Badan Permusyawaratan Desa perlu
mengatur  kembali  pemberian tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017
tentang Badan Permusyawaratan Desa, besaran tunjangan
Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan oleh Bupati;

c. bahwa tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
sebelumnya telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Sukoharjo Nomor : 141.1/500 Tahun 2019 tentang Besaran
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten
Sukoharjo, tetapi berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka Keputusan
Bupati Sukoharjo Nomor : 141.1/500 Tahun 2019 tentang
Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di
Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di
Kabupaten Sukoharjo;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2757);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
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8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun
2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
2538);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
300);

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan  Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di
Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :
a. Ketua : Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah)
b. Wakil Ketua : Rp680.000,00 (enam ratus delapan
puluh ribu rupiah)
c. Sekretaris : Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh
lima ribu rupiah)
d. Ketua Bidang : Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh
ribu rupiah)
e. Anggota : Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.
KETIGA : Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
diberikan mulai tanggal 1 Januari 2024.
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Desember 2023
[&BUPATI SUKOHARJ O

@ ETIK URYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
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. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.




